
 

 
 

 

BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah 

dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa : 

Penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas 

kawasan laut secara yuridis tidak memiliki dasar hukum yang kuat 

dan bersifat cacat hukum karena bertentangan secara fundamental 

dengan prinsip res communis (milik umum) serta hak menguasai 

negara untuk kepentingan publik. Berdasarkan UUPA, HGB secara 

esensial adalah hak atas daratan, sehingga wilayah perairan bukan 

merupakan objek hak agraria yang dapat dimiliki secara privat. 

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, 

keabsahan HGB di wilayah perairan hanya dapat dibenarkan apabila 

kawasan tersebut telah melalui proses reklamasi yang sah, 

mengalami perubahan status hukum menjadi tanah negara, serta 

memenuhi seluruh syarat prosedural termasuk kesesuaian dengan 

Rencana Tata Ruang dan dokumen lingkungan. Tanpa pemenuhan 

syarat materiil dan formal tersebut, penerbitan sertifikat HGB di 

kawasan laut merupakan bentuk kegagalan sinkronisasi regulasi 

yang melanggar Undang-Undang Kelautan, merusak fungsi 

ekologis, dan mengabaikan hak masyarakat pesisir, sehingga 

sertifikat tersebut memiliki dasar yang kuat untuk dibatalkan demi 

hukum. 
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B. Saran 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantara lain 

Adalah : 

1. Saran Untuk Pembaca (Publik dan Parktisi Hukum) 

 Pembaca, khususnya investor dan praktisi hukum, harus 

memahami bahwa Sertifikat HGB tidak dapat diterapkan secara 

langsung pada perairan yang memiliki status Perairan Nusantara 

atau Laut Teritorial. HGB hanya sah diterbitkan atas Tanah 

Timbul/Reklamasi yang telah melalui proses konversi status 

tanah secara legal dan dikeluarkan dari rezim hukum laut. Setiap 

rencana pembangunan di wilayah pesisir harus mematuhi tidak 

hanya hukum pertanahan (UUPA) tetapi juga secara paralel 

tunduk pada hukum kelautan (UU Kelautan) serta regulasi 

lingkungan (AMDAL), sebagai bentuk kepatuhan terhadap 

sistem hukum Indonesia yang bersifat fungsional dan adaptif. 

2. Saran Untuk Pemerintah 

 Pemerintah (terutama Kementerian ATR/BPN dan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP) disarankan untuk 

segera menyusun atau merevisi Peraturan Bersama/Peraturan 

Pemerintah yang secara eksplisit mengatur mekanisme 

perubahan status hukum kawasan laut menjadi tanah daratan 

(tanah timbul/reklamasi) yang layak diterbitkan HGB. Hal ini 
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krusial untuk mengatasi ketidakjelasan antara rezim hukum 

agraria dan hukum kelautan. Pemerintah harus memastikan 

penegakan prinsip Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara 

ketat dan transparan sebelum memberikan izin . Hal ini penting 

untuk mencegah kerusakan ekologis laut yang bersifat permanen 

dan melindungi hak-hak masyarakat pesisir. Meningkatkan 

fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap praktik 

pembangunan di wilayah pesisir. Tindakan tegas, termasuk 

pembatalan sertifikat HGB, harus diterapkan jika terbukti ada 

pelanggaran terhadap prinsip izin lokasi dan persyaratan 

lingkungan yang telah ditetapkan. 
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